
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 510, 2013 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sekretariat. 
Organisasi. Tata Kerja. 

 
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 2013 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat guna 
mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
Pasal 9 ayat (4), maka dipandang perlu menata 
kembali organisasi dan tata kerja Sekretariat 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 
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2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi 
dan Informatika; 

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-
3464/M.PAN-RB/12/2012 tentang Perubahan 
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN 
INDONESIA PUSAT. 

BAB I 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI  

Pasal 1 
(1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat merupakan unsur 

pendukung yang membantu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam 
menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Penyiaran 
Indonesia Pusat. 

(2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan 
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bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

(3)  Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dipimpin oleh seorang 
Kepala yang selanjutnya disebut Sekretaris. 

Pasal 2 
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi 
Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan 
wewenangnya. 

Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Sekretariat 
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; 
b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum 

Komisi 

Penyiaran Indonesia; 
c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; 

d. pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan 
penyiaran; 

e. pengelolaan data dan informasi; 

f. fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan; 

g. fasilitasi  penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan; dan 

h. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, 
ketatausahaan, dan kepegawaian. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 
Pasal 4 

(1) Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 
terdiri atas: 

a. Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; 
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b. Bagian Verifikasi Perizinan dan Data; 
c. Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi; dan  
d. Bagian Umum. 
(2) Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Bagian Kedua 
Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat 

Pasal 5 
Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum Komisi Penyiaran 
Indonesia, serta hubungan masyarakat dan kerja sama. 

Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Bagian Perencanaan dan Hukum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, 

evaluasi dan laporan; 

b. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 
produk hukum Komisi Penyiaran Indonesia; dan 

c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja 
sama. 

Pasal 7 

Bagian Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan; 

b. Subbagian Hukum; dan 
c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama. 

Pasal 8 

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan 
laporan. 

(2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum 
Komisi Penyiaran Indonesia. 

 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.510 5

(3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas 
penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja 
sama. 

Bagian Ketiga 
Bagian Verifikasi Perizinan dan Data 

Pasal 9 
Bagian Verifikasi Perizinan dan Data mempunyai tugas melaksanakan 
verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan 
pengelolaan data dan informasi. 

Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
Bagian Verifikasi Perizinan dan Data menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan verifikasi dan dokumentasi perizinan penyelenggaraan 

penyiaran; dan 
b. penyiapan pengelolaan data dan informasi. 

Pasal 11 
Bagian Verifikasi Perizinan dan Data terdiri atas: 

a. Subbagian Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan; dan 
b. Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan 

Penyiaran. 
Pasal 12 

(1) Subbagian Verifikasi dan Dokumentasi Perizinan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi dan dokumentasi 
perizinan penyelenggaraan penyiaran. 

(2) Subbagian Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan 
Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan 
pengelolaan data dan informasi. 

Bagian Keempat 
Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi 

Pasal 13 
Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi mempunyai tugas 
melaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan, pengaduan dan penjatuhan 
sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Bagian Fasilitasi Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi menyelenggarakan 
fungsi: 
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